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1. Visi dan Misi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Palangkaraya 

(UMPR) 

VISI: 

Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan 

Iman dan Taqwa. 

MISI:  

a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai rahmatan 

lil-alamin. 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, 

berkualitas, dan akuntabel. 

c. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan 

kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. 

d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat 

dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. 

e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur 

Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

2. Rasional Standar 

Pelaksana 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

 

Untuk menghasilkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 

yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam 

melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki 

kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan 

bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman 

PkM. Oleh karena itu, UMPR membuat standar pelaksana PkM.  

3. Pihak yang Terlibat 

dalam Pemenuhan 

Standar Pelaksana 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

a. Rektor  

b. Wakil Rektor 1 

c. Kepala LP2M 

d. Dekan Fakultas  

e. Ketua Program Studi 

f. Dosen 

4. Definisi Istilah a. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan 

pelaksana untuk melaksanakan PkM.  

b. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat 
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penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, 

objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.   

c. Pelaksana PkM adalah civitas akademika UMPR yang memiliki 

kompetensi untuk melakukan PkM. 

d. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta 

tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 

e. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan 

mengikutsertakan peran aktif mahasiswa. 

f. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan 

mandiri. 

5. Pernyataan Isi 

Standar Pelaksana 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

a. Ketua LP2M UMPR menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap 

kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada. 

b. Ketua LP2M UMPR meningkatkan kualitas kemampuan metodologi 

bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap 

tahunnya. 

c. Ketua LP2M UMPR menentukan besaran anggaran sesuai dengan 

kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada. 

d. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai 

dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan 

kedalaman PkM. 

e. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam 

mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan 

permasalahan obyek PkM. 

f. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM. 

6. Strategi Pencapaian 

Standar Pelaksana 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PkM 

b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah 

c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM  

7. Indikator Indikator Kinerja Utama Target Capaian 
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Ketercapaian 

Standar Pelaksanaan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Setiap dosen wajib melakukan 

PkM sesuai bidang ilmunya 

minimal 1 judul setiap tahunnya  

Setiap dosen mempunyai road 

map PkM 

100% 

Keberadaan kelompok riset 

UMPR  

UMPR memiliki kelompok riset 

yang ditunjukkan dengan:  

1) adanya bukti legal formal 

keberadaan kelompok riset, 

2) keterlibatan aktif kelompok 

riset dalam jejaring tingkat 

nasional maupun 

internasional, serta  

3) dihasilkannya produk riset 

yang bermanfaat untuk 

menyelesaikan permasalahan 

di masyarakat, dan  

4) dihasilkannya produk riset 

yang berdaya saing 

internasional.  

 

Pelaksana PkM memiliki 

kompetensi metodologis sesuai 

objek PkM serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman PkM.  

 100% 

Peneliti dosen UMPR melibatkan 

mahasiswa dalam setiap kegiatan 

PkM 

100%  

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian 
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Jumlah program pengabdian 

kepada masyarakat multidisiplin 

per prodi per tahun 

minimal 1 judul 

 

8. Dokumen Terkait Standar ini perlu dilengkapi dengan: 

a. Rencana Induk Riset UMPR 

b. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMPR 

c. Prosedur terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

d. Formulir terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

9. Referensi a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen 

b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Perguruan Tinggi Tahun 2010 

f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi 

h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat 

Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  Direktorat Penjaminan 

Mutu 

i. Statuta UMPR Tahun 2014 

j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023 

k. Renop UMPR Tahun 2019-2023 

l. Kebijakan SPMI UMPR 

m. Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat UMPR 

 


